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ABSTRAK

PT. Tunas Karya Bahari Indonesia telah melakukan perbaikan kapal. Perbaikan
kapal tersebut menimbulkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak
pemilik kapal kepada pihak PT Tunas Karya Bahari Indonesia. Kewajiban yang
timbul atas perbaikan kapal dilakukan dalam sebuah perjanjian pembayaran dan
pelunasan hutang yang melibatkan beberapa pihak. Perjanjian sendiri
mengandung suatu pengertian yang memberikan hak pada suatu pihak untuk
memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk
melaksanakan prestasi. Ketika seseorang tidak melaksanakan prestasi ia terikat
dalam sebuah tangungjawab yang dibebankan kepadanya. Penelitian ini hendak
menemukan jawaban mengenai pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi
para pihak terkait jasa perbaikan kapal di PT Tunas Karya Bahari Indonesia dan
untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh PT Tunas Karya Bahari
Indonesia atas wanprestasi yang terjadi. Penulis dalam menemukan jawaban
terkait masalah tersebut menggunakan metode penelitian empiris. Data diperoleh
penulis dari hasil wawancara dengan Pimpinan PT Tunas Karya Bahari Indonesia.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa wanprestasi yang terjadi menimbulkan
pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang telah lalai, namun pada kasus
ini para pihak tidak mempertanggungjawabkan kelalaiannya sebagaimana
mestinya. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Tunas Karya Bahari Indonesia
atas wanprestasi yang terjadi yaitu dengan cara menyelesaikannya diluar
pengadilan, Pihak PT Tunas Karya Bahari Indonesia berusaha menjalin
komunikasi dengan melakukan negosiasi kepada para pihak namun upaya yang
dilakukan tidak membuahkan hasil.

Kata kunci: Pertanggungjawaban hukum, wanprestasi.



ABSTRACT

Road is local asset that society take benefit of. Government is known as an
institution that has the right to take care and manage the road, however each city
has their own road governance. There are two institutions that have authority to
govern road in Batam, those are Batam Free Trade Zone and Free Port
Management Agency (BP Batam) that was authorized based on President Decree
No. 41 Year 1973 and Act No. 36 Year 2000 and Batam City Government that was
authorized based on article 9 section 4 in conjunction with article 12 section 12
letter D of Act No. 23 year 2014 about local government. The purpose of this
research is to find the justification of Batam City Government authority to
manage the road when the management right is owned by BP Batam, along with
road legal status after road widening project finish. Author approach the research
problem by using empirical research method with qualitative approach. Data
were obtained by author from interviews conducted with Department of Highways
along with Financial and Asset Management Agency in Batam. Research results
shown that there is lease agreement between two institutions, where BP
Batamgave an authority to Batam City Government to perform their duty as local
government to build infrastructures. In relation to the legal status, the agreement
stated that the ownership is still owned by BP Batam and not transferred to Batam
City Government.

Keywords: Road, Authority, Local Government.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Pancasila merupakan acuan bagi Indonesia dalam membangun negeri yang akan
menyejahterkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan Indonesia
dalam membangun negeri ini diselenggarakan berdasarkan kepada kerakyatan
dengan prinsip bersama-sama, yang berdaya guna keadilan, kontiniuitas,
mempunyai pengetahuan akan lingkungan, independen, berikut dengan
memelihara kesepadanan suatu kesuksesan dan keutuhan hal ini tercantum dalam
Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
amandemen yang ke empat (Undang-Undang Dasar, 1945). Pada zaman otonomi
daerah kala ini pengembangan dalam hal infrastruktur merupakan suatu rencana
kerja oleh pemerintah khususnya didaerah yang sangat diperhatikan. Hal tersebut
karena pembangunan dibidang infrastruktur merupakan sautu perputaran dalam
pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dapat dilihat sebagai gembong dalam
pembangunan nasional maupun daerah. Infrastruktur adalah harta yang dimiliki
pemerintah yang dikembangkan dalam melayani masyarakat (Bachtiar dan Tomo
Sumarna, 2018).

Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan nasional, adapun
hal yang dapat dilakukan dalam membantu pembangunan dapat diwujudkan

dengan mendirikan berbagai macam usaha. Banyak bidang usaha yang dapat



dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Di dunia usaha, persaingan akan
selalu ada dan semakin hari semakin ketat. Hal tersebut merupakan ancaman bagi
kelangsungan hidup sebuah perusahaan, tetapi disisi lain justru memberikan
peluang bagi para pengusaha dan terpacu untuk mengembangkan bisnisnya.
Kondisi tersebut merupakan kekuatan dan motivasi bagi para pelaku usaha untuk
melakukan perubahan yang lebih baik dalam setiap kegiatan usahanya agar dapat
mengikuti perkembangan yang ada.

Pertumbuhan yang pesat tak terlepas dari perannya indusri di Kota Batam.
Banyak perindustrian yang ada di Batam, salah satu perindustrian yaitu industri
perkapalan yang merupakan kegiatan usahanya membuat kapal-kapal dan
memperbaiki kapal. Pembuatan kapal dapat dilakukan karena adanya pemesanan
yang dilakukan oleh pemesan kapal kepada perusahan galangan kapal. Sebelum
membangun sebuah kapal, pihak perusahaan galangan kapal yang menerima
orderan akan membuat Surat Perjanjian Jual Beli Kapal. Berbeda halnya dalam
melakukan perbaikan sebuah kapal, pihak galangan kapal terlebih dahulu
mendapatkan rincian dari pihak pemilik kapal apa saja yang akan diperbaiki pada
sebuah kapal, maka pihak galangan akan mengirimkan perkiraan biaya-biaya
perbaikan yang telah diperhitungkan sesuai dengan rincian dari pihak pemilik
kapal. Apabila pemilik kapal menyetujui dengan harga yang telah ditawarkan oleh
pihak perusahaan galangan kapal maka pihak pemilik kapal dapat mengirimkan
permintaan pengerjaan kapal tersebut melalui surat elektronik atau melalui
sambungan telepon secara lisan. Adanya perjanjian dalam membuat sebuah kapal

bangunan baru dan permintaan pengerjaan perbaikan kapal tersebut perlu



dilakukan supaya apapun yang dikerjakan oleh perusahaan galangan kapal
mempunyai dasar atau acuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang telah
disepakati.

Perjanjian didalamnya terdapat kesepakatan yang diadakan oleh dua orang
atau lebih dalam melakukan sesuatu hal tertentu (Ratna, 2014). Buku Il KUH
Perdata mengatur persoalan hukum perjanjian pada Buku Ill tentang perikatan,
mmengatur dan mengandung persoalan hukum kekayaan mengenai hak-hak dan
kewajiban yang berlaku kepada beberapa pihak. Jika dibandingkan dengan teori
ilmu hukum, hukum perjanjian kelompokkan yang dialamnya terkandung hukum
mengenai diri seseorang dan hukum kekayaan karena hal tersebut merupakan
penggabungan mengenai kecakapan pada seseorang dalam hal bertindak serta
berkaitan persoalan-persoalan yang diatur dalam sebuah perjanjian yang
merupakan sesuatu hal yang dapat dinilai dengan uang. Secara garis besar
perjanjian dapat dibagikan menjadi dua bagian yang pertama yaitu perjanjian dari
sudut pengertian yang luas merupakan setiap perjanjian dapat menimbulkan suatu
efek pada hukum seperti yang telah diinginkan oleh beberapa pihak, kemudian
pernjanjian dari sisi pengertian yang sempit yang merupakan keterkaitan suatu
hukum vyang didalamnya merupakan ladang aset kekayaan seperti yang
dikemukakan didalam buku Il KUH Perdata (Handri, 2009).

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dalam sebuah perjanjian syarat-
syarat yang harus dipenuhi ada 4 (empat) (KUH Perdata, n.d.) yaitu didalamnya
terdapat kesepakatan yang mengikatkan para pihak, adanya suatu cakapan dalam

hal berbuat suatu perjanjian, adanya suatu hal pokok persoalan, dan suatu sebab



yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Apabila terpenuhinya semua
keempat persyaratan tersebut dalam suatu perjanjian, maka perjanjian akan
menjadi suatu perjanjian yang sah dan yang mengikat secara hukum oleh para
pihak yang membuat perjanjian tersebut. Istilah perjanjian dalam hukum
perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “Overeenkomst” dalam Bahasa
belanda, atau “Agreement” dalam bahasa inggris (Ratna, 2014).

Perjanjian telah diatur pada KUH Perdata yaitu Pasal 1313, bahwa
perjanjian atau kesepakatan merupakan suatu tindakan hukum yang mana
seseorang atau lebih yang mengikat dirinya kepada seseorang maupun lebih dari
seorang (KUH Perdata, n.d.). tetapi dapat dipahami merupakan suatu kejadian
terdapat seseorang melakukan janji terhadap orang yang lain atau juga terdapat 2
(dua) pribadi yang berkomitmen untuk melakukan suatu kewajiban. M. Yahya
Harahap menggambarkan bahwa suatu perjanjian didalamnya terdapat sebuah
pengertian seseorang memberikan hak kepada suatu pihak untuk mendapatkan
prestasi dan kepada pihak lain untuk melaksanakan prestasi (Ratna, 2014). Suatu
efek hukum karena menimbulkan suatu hak dan kewajiban, dalam hal ini hak
yang adalah suatu kenikmatan dan kewajiban merupakan suatu beban. Seperti
bentuk suatu bisinis yang diperjanjikan dalam bentuk koordinasi yang dilakukan
perjanjian sebagai suatu syarat yang fundamental dalam perlindungan hukum,
pengusaha dan pemilik kapal yang mengadakan perjanjian dalam membeli kapal
dan memperbaiki kapal di galangan. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan
galangan kapal dengan pemilik kapal agar terjadinya suatu perikatan hukum yang

mengikat kedua belah pihak.



Dalam kenyataan yang terjadi di lapangan pada saat pemilik kapal
melakukan perbaikan kapal di sebuah galangan kapal, atas perbaikan kapal
tersebut menimbulkan kewajiban antara pemilik kapal kepada galangan kapal.
Kewajiban yang timbul tersebut dilakukan dalam sebuah perjanjian namun
ternyata salah satu pihak yang telah membuat suatu perjanjian tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, sehingga salah
satu pihak dirugikan akibat dari kelalaiannya tersebut. Adapun kasus yang terjadi
pada salah satu galangan kapal di Kota Batam bahwa pemilik kapal membawa
kapalnya ke Batam untuk melakukan perbaikan. Perlu diketahui bahwa kapal
tersebut akan disewakan kepada sebuah perusahaan pertambangan yang akan
mengangkut muatan, namum sebelum kapal tersebut mengangkut muatan harus
melakukan perbaikan kapal sesuai ketentuan yang berlaku guna untuk menjaga
keselamatan dalam berlayar.

Perusahaan galangan dengan pemilik kapal dan pihak penyewa kapal
melakukan sebuah perjanjian pembayaran dan pelunasan hutang. Pada perjanjian
tersebut pihak pemilik kapal berjanji membayarkan hutang dari biaya perbaikan
kapal kepada pihak perusahaan galangan kapal dengan cara mengalihkan hak
tagih dari penyewa kapal kepada galangan kapal. Adapun pembayaran atas
perbaikan kapal dapat dicicil lima kali seperti yang tertera pada jadwal dengan
jumlah yang telah disepakati. Pada perjanjian tersebut menyebutkan apabila pihak
penyewa kapal tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut karena alasan
apapun maka pemilik kapal tetap berkewajiban untuk tetap melaksanakan

kewajibannya kepada galangan kapal.



Setelah kapal tersebut selesai di perbaiki pihak galangan kapal menerima
pembayaran pertama atas biaya perbaikan. Pada saat pembayaran yang kedua
pihak penyewa ternyata tidak melakukan kewajibannya kepada pihak galangan.
Kemudian dari pihak galangan kapal masih menunggu pembayaran tersebut dari
pihak penyewa, namun pihak penyewa juga tidak melakukan kewajibannya lagi
hingga jangka waktu yang ditentukan. Karena jangka waktu yang lama pihak
penyewa tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka pihak galangan kapal
akhirnya melakukan upaya hukum dengan memberikan somasi melalui kuasa
hukum.

Kuasa hukum melayangkan somasi yang pertama kepada pemilik kapal
dan penyewa kapal tersebut agar segera melaksanakan kewajibannya. Dari somasi
tersebut pemilik kapal memberikan balasan atas somasi tersebut kepada pihak
perusahaan galangan dan menyatakan bahwa pemilik kapal tidak megetahui
bahwa pihak penyewa kapal tidak melaksanakan kewajibannya. Dari somasi
tersebut pihak penyewa kapal ternyata tidak memberikan tanggapan. Maka pihak
galangan kapal memberikan somasi yang kedua bersifat final kepada pihak
pemilik kapal dan penyewa kapal. Dari somasi tersebut pihak pemilik tidak
memberikan tanggapan tetapi dari pihak penyewa kapal memberikan tanggapan.
Pada surat tanggapan atas somasi kedua pihak penyewa kapal memberikan
beberapa alasan salah satunya menyatakan bahwa kapal yang telah disewa dari
pemilik telah kembalikan kepada pemiliknya.

Dari kasus tersebut terdapat hal yang serupa didalam sebuah perjanjian

konsinyasi, pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau lalai harus



membayar kerugian kepada perusahaan tersbut, penggantian kerugian materiil
seperti berupa uang atau barang baru maupun penggantian kerugiaan inmateriil
seperti permohonan minta maaf dan akan melaksankan aturan perjanjian
konsinyasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan upaya untuk menyelesaikan
sengketa dalam hal wanprestasi yang terjadi yaitu penyelesaian sengketa melalui
jalur nonlitigasi yaitu melalui negosiasi, apabila proses negosiasi tidak berhasil
maka para pihak berusaha menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalur
mediasi (Sri Rahayu Gorda, 2018).

Berdasarkan kasus yang diuraikan diatas dapat diketahui bahwa terdapat
indikasi terjadinya wanprestasi yang menyebabkan kerugian yang diderita oleh
pihak galangan kapal terkait perbaikan kapal. Maka dari itu penulis merasa
tertarik untuk meneliti masalah yang diuraikan diatas maka peneliti bermaksud
mengambil judul “Pertanggungjawaban Hukum Akibat Wanprestasi Para

Pihak Terkait Jasa Perbaikan Kapal di PT Tunas Karya Bahari Indonesia.”

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan analisis yang telah disampaikan pada latar belakang
penelitian maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai
berikut:
1. ldealnya dalam perjanjian yang telah disepakati akan mengikat para
pihak dan harus dilakukan sesuai kesepakatan, namun pada kasus

yang di teliti terindikasi bahwa adanya salah satu dari pihak yang



melakukan perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2. Wanprestasi dalam sebuah perjanjian seharusnya tidak perlu terjadi
apabila pihak yang sepakat melaksanakan hak dan kewajiaban sesuai
perjanjian, namun pada kasus Yyang diteliti adanya indikasi
wanprestasi yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi para

pihak terkait perjanjian jasa perbaikan kapal.

1.3  Batasan Masalah

Supaya permasalahan yang diteliti dapat lebih terarah dan terfokus maka
penulis akan memberi batasan permasalahan yang akan dijabarkan dalam
penelitian ini. Adapun persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya
berkaitan dengan wanprestasi yang terjadi dalam sebuah perjanjian jasa perbaikan
serta pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi oleh para pihak terkait
dalam sebuah perjanjian jasa perbaikan kapal di PT Tunas Karya Bahari

Indonesia.

14  Rumusan Masalah
Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut diatas, maka dalam
penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:
1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi para pihak
terkait perjanjian jasa perbaikan kapal di PT Tunas Karya Bahari

Indonesia ?



2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh PT Tunas Karya Bahari

Indonesia atas wanprestasi yang terjadi ?

1.5  Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi
tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi
para pihak terkait perjanjian jasa perbaikan kapal di PT Tunas Karya
Bahari Indonesia;
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh PT

Tunas Karya Bahari Indonesia atas wanprestasi yang terjadi.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan suatu nilai manfaat.
Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun secara praktis. Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara
lain:

1. Manfaat Teoritis

Adapun yang menjadi manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan
dapat:

A. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di

bidang ilmu hukum pada umumnya;
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B. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum
khususnya di bidang Perdata mengenai pertanggungjawaban para
pihak dalam sebuah perjanjian.

3. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dalam penelitian hukum ini

diharapkan dapat:

A. Memberikan pengetahuan bagi para pihak yang telah mengikat sebuah
perjanjian agar memperhatikan dan menaati aturan-aturan dalam
perjanjian sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-
Undang yang berlaku;

B. Meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran para pihak untuk
bertanggung jawab dalam hal memenuhi hak dan kewajiban sesuai
dengan perjanjian yang telah di sepakati;

C. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi
penegak hukum dalam menangani kasus perdata khususnya
wanprestasi.

D. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan

masukan bagi pemerintah dalam membuat suatu peraturan.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Kerangka Teori
2.1.1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Suatu Konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum
merupakan konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang dikatakan
bertanggungjawab secara hukum pada suatu perbuatan tertentu adalah dia dapat
dikenakan suatu sanksi yang perbuatannya berlawanan. Umumnya, pada kasus
sanksi dikenakan terhadap delinquent yang merupakan perbuatannya sendiri yang
membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Pada kasus ini subyek
responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori
tradisional dibedakan dua macam pertanggungjawaban yang pertama
pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan kedua pertanggungjawaban
mutlak (Asshiddiqgie, 2012).

Hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi
psikologis apabila dilihat dari hukum primitif. Tidak relevan apabila suatu
tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan
akibat atau tidak. Cukup apabila tindakannya telah memberikan suatu akibat yang
dikatakan oleh legislator merupakan perbuatan harmful, dengan adanya
keterkaitan yang diluar antara pebuatan serta akibatnya. Suatu perbuatan tidak
membutuhkan sikap mental pelaku serta efeknya. Pertanggungjawaban yang

demikian merupakan pertanggungjawaban absolut (Asshiddigie, 2012).

11
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Pada saat ini teknik hukum menginginkan suatu ketidaksamaan terhadap
sebuah kasus ketika suatu perbuatan individu telah dikonsepkan dan diartikan
untuk suatu hal tertentu dari perbuatan tersebut dan sebuah kasus pada saat
perbuatan seorang individu memberikan akibat harmful tanpa direncanakan atau
diartikan demikian oleh pelaku. Syarat ide keadilan individualis yaitu adanya
sanksi yang mesti dikenakan kepada perbuatan individu apabila harmfull effect
atas tindakan tersebut telah dikonsepkan dan diartikan oleh individu pelaku, dan
maksud tersebut termasuk tindakan yang dilarang. Anggapan harmful oleh
legislator akibatnya mungkin individu melakukan dengan terencana tanpa maksud
menyakiti pribadi lain (Asshiddigie, 2012).

Pada dasarnya bahwa pemberian sanksi terhadap suatu perbuatan individu
cuma karena dari perbuatan tersebut sudah dirancangkan dan dengan niat yang
salah bukan seluruhnya diterima dalam hukum modern. Pertanggungjawaban dari
segi sisi hukum oleh individu tidak cuma dengan obyektif harmful effect
diperbuat dengan terlarang, tetapi juga sebab dari tindakan tersebut telah diartikan
meskipun tidak adanya niat yang tidak benar, atau apabila sebab terjadi dengan
tanpa ada arti atau terencanakan oleh individu. Mungkin dalam kasus yang
berbeda-beda sanksinya juga berbeda (Asshiddigie, 2012).

Sikap mental deliquent atau mensrea adalah suatu elemen delik. Elemen
delik ini disebut terma kesalahan, dalam arti lebih luas disebut dolus atau culpa.
Ketika memberikan sanksi hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis
inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Dalam hukum

modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau
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perencanaan, yaitu kealpaan (negligance). Kealpaan adalah suatu delik emisi, dan
pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban
absolut dari pada culpability (Asshiddigie, 2012).

Terdapat pembedaan terminologis terhadap kewajiban hukum dan
pertanggungjawaban hukum dibutuhkan pada saat sanksi bukan saja dikenakan
kepada deliquent melainkan juga dikenakan terhadap individu dari sisi hukum
berkaitan langsung bersamaan. Keterkaitan tersebut ditetapkan dalam ketetapan
suatu hukum. Pertanggungjawaban korporasi kepada perbuatan delik yang
diperbuat oleh organnya bisa dijadikan acuan. Sebuah hukuman atau sanksi bisa
diterapkan kepada pribadi yang tak berbuat suatu delik itu sendiri melainkan
bertempat pada suatu hubungan hukum kepada pelaku delik. Dari segi baha
hukum, suatu negara atau korporasi dipersonifikasikan mereka merupakan juristic
person sebagai lawan dari natural person hal tersebut dari segi bahasa hukum.
Pada saat suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki
komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai
organ suatu kelompok atau komunitas tersebut, maka hal tersebut disebut sebagai
pertanggungjawaban kolektif yang merupakan elemen karakteristik hukum
primitif. Pertanggungjawaban pribadi berlaku pada waktu sanksi diberlakukan
hanya kepada deliquent. Baik pertanggungjawaban individual ataupun kolektif
dapat diterapkan dengan melihat kenyataan bahwa tanpa ada pribadi dalam suatu
masyarakat yang semuanya independen. Bahkan disebutkan bahwa

mepertentangkan antara pribadi dan suatu perkumpulan adalah dalil ideologis dari
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sistem liberal, yang harus diposisikan sama dengan dalil-dalil idelogi komunis
(Asshiddigie, 2012).

Pada saat sanksi tidak diberlakukan terhadap deliquent, namun
diberlakukan terhadap individu yang mempunyai keterkaitan hukum dengan
deliguent, maka pertanggungjawaban individu tersebut mempunyai suatu perilaku
pertanggungjawaban absolut. Pertanggungjawaban kolektif merupakan suatu
pertanggungjawaban absolut (Asshiddigie, 2012).

Konsep kewajiban umumnya dihadapkan dengan konsep hak. Yang
dimaksudkan dengan terma hak ialah hak hukum (legal right), yang mestinya
diartikan dari sudut pandang pure theory of law. Pemakaian linguistik
menghasilkan adanya dua ketidaksamaan antara hak atas suatu tindakan sendiri
dan hak atas tindakan orang lain serta ketidaksamaan lain ialah mengenai terhadap
hak atas suatu benda. Kepunyaan merupakan suatu model tipikal hak atas suatu
benda. Saya memiliki suatu benda berarti saya memiliki hak atas benda ini
(Asshiddigie, 2012).

Pemisahan yang sudah ada dan sedang meningkat adalah “jus in rem” dan
“Jus in personam”. “Jus in rem” merupakan suatu hak atas kebendaan, sedangkan
“jus in personam” adalah hak yang memaksakan orang lain atas suatu tindakan
atau hak atas tindakan orang lain. Pemisahan ini sebenarnya juga memiliki sifat
ideologis berlandaskan pada kepentingan kepunyaan pribadi dalam hukum
perdata. “Jus in rem” bukan hanya merupakan hak atas tindakan orang lain untuk
tidak melaksanakan perbuatan yang mengganggu kepemilikan (Asshiddigie,

2012).
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Suatu hak hukum mempreposisikan kewajiban hukum orang lain. Kreditor
mempunyai hak hukum untuk menuntut bahwa debitor mesti melunasi beberapa
uang, jika debitor diharuskan menurut hukum atau kepunyaan keharusan hukum
untuk melunasi sejumlah uang. Penjelasan bahwa seseorang mempunyai hak
tindakan tertentu, barangkali hanya mempunyai arti negatif, yaitu bahwa
seseorang tidak diharuskan untuk berbuat suatu tindakan. Akan tetapi, saya dari
sisi hukum tak bebas dapat melakukan apa yang mau saya lakukan apabila orang
lain tidak diharuskan secara hukum membebaskan saya berbuat apa yang ingin
saya lakukan. Kebebasan hukum saya selalu berhubungan dengan masalah hukum
orang lain. Hak hukum saya adalah selalu merupakan kewajiban hukum orang lain
(Asshiddigie, 2012).

Jika saya dikatakan memiliki hak atas suatu perbuatan sendiri, maka orang
lain memiliki kewajiban membiarkan saya melakukannya. Jika mereka
menghalangi saya, maka mereka melanggar kewajiban yang telah dibebankan
oleh aturan hukum dan dikenai sanksi. Bahwa saya memiliki suatu benda, dari
sudut pandang hukum artinya semua orang diwajibkan untuk tidak
mengintervensi atas perbuatan saya terhadap benda tersebut. Jika mereka
mengganggu atau merusaknya maka dikategorikan sebagai delik. Jadi tidak ada
hak hukum tanpa adanya kewajiban hukum orang lain. Isi hak hukum pda
akhirnya ditentukan oleh pemenuhan kewajiban hukum orang lain. Kewajiban
seorang individu selalu merupakan suatu kewajiban berupa suatu perbuatan

terhadap individu lain (Asshiddigie, 2012).
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Jika hak seseorang adalah kewajiban orang lain, maka hak adalah kaitan
dari kewajiban (the correlative of a duty). Austin menyebut sebagai kewajiban
relatif (relative duty) dengan menyatakan “terma hak dan terma kewajiban realtif
adalah ekspresi yang berhubungan. Keduanya memiliki nuansa yang sama dalam
aspek yang berbeda”. Terori Austin tidak mengakui konsep yang berbeda antara
hak dan kewajiban. Inilah hak dalam arti sempit bahwa hak selalu merupakan
kewajiban orang lain, sedangkan kewajiban tidak selalu mengakibatkan hak orang

lain (Asshiddiqgie, 2012).

2.1.2. Tinjauan tentang Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan
dari istilah “Overeenkomst” dalam bahasa Belanda, atau “Agreement” dalam
bahasa inggris. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ia mengemukakan bahwa
perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum persoalan pada harta benda
kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak
berjanji untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat suatu hal, sedangkan pada pihak
lain berhak untuk menuntut pelaksanaan dari perjanjian yang dilakukan tersebut.
M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa sebuah perjanjian didalmnya
mengandung suatu pengertian yang memberikan hak pada suatu pihak untuk
memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk
melaksanakan prestasi. Menurut Subekti, ia mengartikan perjanjian adalah suatu

kejadian atau peristiwa dimana seseorang melakukan perjanjian kepada orang lain
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atau dimana dua orang atau lebih saling melakukan perjanjian untuk melakukan

sesuatu (Ratna, 2014).

2.2  Kerangka Yuridis
2.2.1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata, memberikan pemahaman mengenai pengertian
perjanjian yang mengandung beberapa unsur di dalamnya antara lain (KUH
Perdata, n.d.):

1. Perbuatan. Penggunaan kata “perbuatan” dalam rumusan lebih tepat
diganti dengan kata “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum’, karena
perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang membawa akibat
atau dampak hukum bagi para pihak terkait yang memperjanjikannya;

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya
suatu perjanjian dibutuhkan paling tidak dua pihak yang saling
berhadap-hadapan dan saling memberikan kesepakatan kehendak satu
sama dengan yang lainnya. Para pihak tersebut dalam perjanjian
merupakan subjek hukum baik perorang maupun badan hukum;

3. Mengikatkan dirinya. Pada sebuah perjanjian dialamnya terdapat unsur
janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Pada
sebuah perjanjian orang tersebut akan terikat kepada akibat hukum

yang timbul karena kehendak itu sendiri.
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2.2.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan hukum yang masih berlaku bahwa di dalam Pasal 1320

KUH Perdata, sebuah perjanjian dinyatakan sah apabila didalam perjanjian itu

sudah memenuhi empat syarat yaitu (Ratna, 2014):

1. Kesepakatan antara Kedua Belah Pihak

Syarat sahnya sebuah perjanjian yang pertama didalamya terdapat

kesepakatan para pihak. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1)

KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian

pernyataan kehendak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Ada

beberapa cara agar dapat terjadinya persesuaian pernyataan kehendak

dalam perjanjian, adapun lima cara agar terjadinya persesuain tersebut,

yaitu dengan (Ratna, 2014):

a.

b.

Bahasa yang sempurna dan tertulis;

Bahasa yang sempurna secara lisan;

Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima atau dimengerti
oleh pihak lawan;

Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;

Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak

lawan.

2. Kecapakan untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Kata “kecakapan yang dimaksud adalah mampu melakukan suatu

perbuatan hukum, atau para pihak yang telah dewasa atau cakap hukum.

Ukuran dewasa berdasarkan ketentuan KUH Perdata yaitu telah berusia 21
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tahun, orang yang sudah atau pernah menikah. Berdasarkan Pasal 1330

KUH Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat

suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang

dibawah pengampuan (curatele), dan orang yang menurut undang-undang

dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (Ratna, 2014).

3. Adanya Objek atau Suatu Hal Tertentu

Berdasarkan Pasal 1332 dan 1334 KUH Perdata yang dapat menjadi

objek dalam sebuah perjanjian antara lain (KUH Perdata, n.d.):

a.

b.

C.

d.

€.

Dapat diperdagangkan;

Objeknya jelas;

Jumlah dapat ditentukan/dihitung;

Bias barang yang aka nada di kemudian hari

Bukan warisan yang belum terbuka.

4. Adanya Kausa/ Sebab yang Halal

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab

dikatakan halal dalam perjanjian yaitu perjanjian yang (KUH Perdata, n.d.):

a.

b.

C.

Tidak bertentangan dengan undang-undang;
Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

2.2.3. Asas-Asas dalam Perjanjian

Ada beberapa asas dalam hukum perjanjian, pada umumnya asas-asas

dalam perjanjian ada lima, yaitu (Ratna, 2014):
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1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat
(1) KUH Perdata berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mercka yang membuatnya”. Asas ini
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;

b. Mengadakan perjanjian kepada siapapun;

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta;

d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
2. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme tercermin dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1)
KUH Perdata, dalam pasal tersebut mengatur bahwa salah satu syarat
sahnya perjanjian harus dengan adanya kesepakatan antara kedua belah
pihak. Maksud dari asas tersebut adalah bahwa suatu perjanjian dikatakan
sah dan mengikat apabila terdapat kata sepakat didalamnya dan dengan
adanya syarat-syarat sahnya dalam perjanjian tersebut telah terpenuhi.
Terdapat kata sepakat dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut
secara prinsip telah mengikat dan telah memiliki akibat hukum, sehingga
mulai pada saat itu juga telah timbulnya hak dan kewajiban diantara para
pihak. Asas Konsensualisme ini terjadi pada saat awal perjanjian terjadi,
yaitu pada detik para pihak mencapai puncak kesepakatan. Pembubuhan
tnda tangan atau yang dapat di persamakan dengan itu dalam perjanjian

telah dinyatakan adanya persetujuan secara timbal balik baik bentuk dan
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isi perjanjian. Pembubuhan tanda tangan menjadi pengakuan kehendak
yang sah terhadap isi perjanjian (Ratna, 2014).
3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda disebut juga sebagai Asas kepastian yang
merupakan asas yang berkaitan dengan akibat sebuah perjanjian. Asas
Pacta Sunt Servanda merupakan asas yang menyatakan bahwa isi
perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak harus dihormati oleh pihak
Ketiga atau hakim karena perjanjian yang telah dibuat para pihak layaknya
sebuah undang-undang. Pihak ketiga tidak dapat melakukan intervensi
terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Asas ini terdapat
didalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata (Ratna, 2014).

4. Asas Itikad Baik (Good Faith/Goede Trouw)

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang penting dan
mendasar dalam hukum perjanjian. Maksud dari itikad baik disini adalah
sebuah tindakan yang baik dari pribadi seseorang. Dari sisi pengertian
subjektif itikad baik dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang pada saat
diadakan perbuatan hukum. Sedangkan dari sisi objektif itikad baik dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian haruslah didasarkan pada
norma kepatutan atau hal-hal yang dirasa sesuai dalam masyarakat.
Ketentuan didalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebuah perjanjian
haruslah dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan atau

keyakinan yang teguh maupun kemauan yang baik. Terdapat dua bentuk
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asas itikad baik yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada asas
itikad baik nisbi, seorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang
nyata dari subjek hukum. Sedangkan itikad baik mutlak, peniliaian terletak
pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk
menilai keadaan menurut norma-norma yang berlaku secara objektif
(Ratna, 2014).

5. Asas Kepribadian (Personality)

Prinsip kepribadian adalah prinsip yang menentukan bahwa seseorang
hanya akan masuk ke dalam dan / atau masuk ke dalam kontrak atas nama
orang tersebut. Prinsip kepribadian ini diatur oleh Pasal 1315 KU
HPerdata dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata
menyatakan bahwa "secara umum seseorang tidak dapat membuat
perjanjian atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Selain itu, Pasal
1340 KUH Perdata menyatakan bahwa "perjanjian hanya berlaku antara
para pihak dalam perjanjian". Ini berarti bahwa perjanjian antara para

pihak hanya berlaku untuk mereka yang membuatnya (Ratna, 2014).

2.2.4. Jenis-Jenis Perjanjian

Ada lima jenis-jenis perjanjian, yaitu berdasarkan hak dan kewajiban,
berdasarkan keuntungan yang diperoleh, nama dan pengaturan, tujuan perjanjian,
cara bentuknya atau lahirnya perjanjian (Ratna, 2014).

1. Berdasarkan Hak dan Kewajiban



23

Hak dan kewajiban-kewajiban pokok yang timbul dari perjanjian yang
dilakukan oleh para pihak seperti pada jual beli dan sewa menyewa.
a. Perjanjian Sepihak
Perjanjian sepihak adalah kewajiban bagi satu pihak dalam
perjanjian dan hanya ada hak untuk hak lainnya. Kewajiban yang
selalu muncul dari perjanjian hanya untuk satu pihak. Misalnya
perjanjian pinjaman.
b. Perjanjian Timbal Balik
Perjanjian timbal balik adalah adanya hak dan kewajiban bagi
kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Pihak yang
berkewajiban menyediakan layanan juga memiliki hak untuk
meminta pertimbangan. Misalnya perjanjian pembelian dan
perjanjian sewa. Perjanjian timbal balik dibagi dua, yaitu:
1) Perjanjian Timbal Balik Sempurna
2) Perjanjian Timbal Balik Tidak Sempurna
2. Keuntungan yang Diperoleh
Penggolongan keuntungan yang di peroleh ini berdasarkan pada
keuntungan oleh salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak yang lain.
a. Perjanjian Cuma-Cuma
Perjanjian yang memberikan keuntungan hanya satu pihak saja.
Misalnya perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai

b. Perjanjian Atas Beban
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Misalnya saja A menjanjikan kepada B suatu jumlah tertentu, jika

B menyerahkan sebuah benda tertentu juga kepada A.

3. Nama dan Pengaturan

a. Perjanjian Bernama (nimonaat)
Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang dikenal yang
terdapat pada Pasal 1319 KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata
berbunyi: “Seluruh perjanjian, yang memiliki nama khusus,
maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk
kepada peraturan umum yang terdapat didalam bab ini dan bab
yang lalu”.

b. Perjanjian Tidak Bernama (innominaat)
Perjanjian ini timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam
masyarakat. Buku 11l KUH Perdata mengatur mengenai perjanjian
tidak bernama hanya salah ada satu pasal yang mengatur tentang
perjanjian tidak bernama yaitu Pasal 1319 KUH Perdata yang
berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang memiliki nama khusus
maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk
pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang
lalu”. Ketentuan ini mengatur bahwa perjanjian yang mempunyai
nama maupun yang tidak bernama tunduk pada Buku Il KUH
Perdata.

c. Perjanjian Campuran
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Pada perjanjian campuran mengandung berbagai unsur dari
berbagai perjanjian. Perjanjian campuran tidak diatur dalam KUH
Perdata maupun KUHD. Misalnya perjanjian sewa beli.
4. Tujuan Perjanjian
Pada pengelompokan tujuan perjanjian ini berdasarkan pada unsur-
unsur perjanjian, antara lain;
a. Perjanjian Kebendaan
Perjanjian suatu benda merupakan perjanjian hak atas benda yang
dialihkan atau diberikan terhadap pihak lain. Misalnya perjanjian
pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik.
b. Perjanjian Obligatoir
Perjanjian obligatoir ini merupakan perjanjian yang memunculkan
suatu kewajiban daripada pihak yang lain.
c. Perjanjian Liberatoir
Perjanjian Liberatoir merupakan perjanjian beberpa pihak yang
melepaskan dirinya sendiri dari kewajiban tersebut. Misalnya
pembebasan utang.
5. Cara Bentuknya atau Lahirnya Perjanjian
Penggolongan ini berdasarkan pada terbentuknya perjanjian karena
adanya kesepakatan kedua belah pihak saat melakukan perjanjian tersebut.
a. Perjanjian konsensuil
Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat karena ada

perjanjian (consensus) dari kedua belah pihak. Oleh karena itu



26

perjanjian tersebut berasal dari perjanjian yang dicapai oleh kedua
belah pihak. Misalnya, jual beli, leasing.

b. Perjanjian Riil
Perjanjian Riil atau Perjanjian Nyata adalah perjanjian yang secara
langsung mengikat jika disertai dengan promosi yang sebenarnya.
Dengan hanya satu perjanjian, perjanjian tersebut belum mengikat
kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian tahanan, gunakan
perjanjian pinjaman.

c. Perjanjian Formal
Perjanjian Formal adalah perjanjian yang terikat pada formulir
tertentu, sehingga bentuk perjanjian harus sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Jika perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, perjanjian tersebut akan dinyatakan tidak valid. Pendirian

perseroan terbatas harus, misalnya, dibuktikan dengan akta notaris.

2.2.5. Pelaksanaan Perjanjian
Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa pelaksanaan perjanjian
merupakan realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang sudah di perjanjikan
para pihak supaya dapat tercapai apa yang menjadi tujuan bersama (Ratna, 2014).
1. Prestasi
Prestasi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dalam
suatu perjanjian. Pasal 1234 KUH Perdata mengatur mengenai bentuk

dan cara melakukan prestasi yaitu:
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a. Memberikan sesuatu
b. Berbuat sesuatu
c. Tidak berbuat sesuatu

2. Wanprestasi
Wanprestasi adalah suatu kondisi yang tidak memenuhi kewajiban
dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi secara sengaja atau
tidak sengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dapat
bertindak karena pihak-pihak tersebut tidak dapat melakukan atau
dipaksa untuk tidak melakukan suatu prestasi (Ratna, 2014).
Ada beberapa macam wanprestasi
a. Wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi;
b. Wanprestasi dalam bentuk keterlambatan memenuhi prestasi;
c. Wanprestasi dalam bentuk tidak sempurna dalam memenuhi

prestasi; dan

d. Wanprestasi melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

3. Pembelaan
Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah debitur),
pihak tersebut dapat mengajukan pembelaan untuk membebaskan diri
dari akibat buruk dari wanprestasi tersebut. Alasan menggunakan dan
mengajukan pembelaan adalah sebagai berikut:
a. Wanprestasi dalam bentuk sebuah keadaan terpaksa (overmacht);
b. Wanprestasi akibat pihak lain juga melakukan wanprestasi

(exception non adimpleti contractus)
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c. Wanprestasi akibat pihak lainnya membebaskan hak atas
pemenuhan prestasi.
4. Ganti Rugi
Ada perbedaan antara klaim untuk kompensasi berdasarkan
wanprestasi dan klaim untuk kompensasi berdasarkan tindakan yang
melanggar hukum. Klaim untuk kompensasi berdasarkan prestasi dari
penuntut dan terdakwa terikat dalam suatu perjanjian, maka pihak
ketiga yang terluka (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) tidak dapat
mengklaim kompensasi berdasarkan prestasi. Ganti rugi adalah
pengenaan pihak yang belum mengeksekusi konten perjanjian yang

disepakati.

2.2.6. Berakhirnya Perjanjian
Berakhirnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata,

terdapat sepuluh syarat berakhirnya suatu perjanjian yaitu (KUH Perdata, n.d.):

1. Pembayaran

2. Penawaran Pembayaran Tunai, diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan

3. Pembaharuan Utang

4. Perjumpaan Utang atau Kompensasi

5. Percampuran Utang

6. Pembebasan Utang

7. Musnahnya Barang yang Terutang

8. Pembatalan
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9. Berlakunya Suatu Syarat Pembatalan

2.2.7. Penyelesaian Sengketa
1. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi)

Litigasi merupakan adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan,
semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk membela hak-hak mereka
(Amriani, 2011). Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui kasus pengadilan
adalah keputusan yang menyatakan bahwa satu pihak menang dan yang lainnya
kalah. Litigasi adalah proses atau konflik yang diritualkan untuk menggantikan
konflik yang sebenarnya, di mana para pihak memberikan dua pilihan yang
bertentangan kepada pembuat keputusan. Proses ini memiliki banyak kekurangan,
karena litigasi memaksa para pihak ke posisi yang ekstrem dan membutuhkan dan
membutuhkan pembelaan dari setiap niat yang dapat mempengaruhi keputusan.
Perselisihan tidak sesuai untuk perselisihan polisentris atau di mana banyak pihak
terlibat, banyak masalah dan berbagai kemungkinan solusi alternatif. Proses
litigasi membutuhkan banyak batasan pada litigasi, sehingga hakim atau pembuat
keputusan lainnya dapat lebih siap untuk mengambil keputusan. Namun
penyelesaian sengketa melalui sengketa, masih ada dan sejauh ini diperlukan
karena kasus-kasus khusus yang hanya ada di tangan lembaga peradilan, yaitu
kekuasaan untuk mengambil tindakan sementara.

2. Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Non Litigasi)
Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sering dikatakan dengan

“Alternative Dispute Resolution” (ADR).
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Penyelesaian sengketa lewat jalur non litigasi sangat efektif dan efesien karena

pada zaman ini, berkembang berbagai cara menyelesaikan sengketa di luar

pengadilan, yang dikenal “Alternative Dispute Resolution” dalam berbagai cara

yaitu:

a.

Arbitrase

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif
penyelesaian sengketa mengemukakan bahwa Artbitrase merupakan suatu
cara menyelesaikan sengketa keperdataan di luar pengadilan umum
berdasarkan dengan perjanjian arbitrase yang dibuat dengan cara tertulis
oleh beberapa pihak yang bersengketa.

Negosiasi

Negosiasi adalah perjalinan komunikasi dua arah yang dirancang untuk
mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan
yang sama atau berbeda .

Mediasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 mengenai
prosedur prosedur mediasi di pengadilan adalah cara untuk menyelesaikan
perselisihan melalui proses negosiasi untuk mendapatkan persetujuan para
pihak dengan bantuan mediator.

Konsiliasi

Konsiliasi adalah kelanjutan dari mediasi. Mediator mengubah fungsi
menjadi mediator. Dalam hal ini, mediator memainkan peran yang lebih

aktif dalam menemukan bentuk penyelesaian perselisihan dan
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menawarkannya kepada para pihak. Jika semua pihak dapat menyetujui
solusi mediator, ini menjadi resolusi (Amriani, 2011).

e. Penilaian Ahli
Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa untuk semua pihak
atas permintaan pendapat atau pendapat ahli tentang perselisihan yang

terjadi.

2.2.8. Galangan Kapal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1965 tentang
Penyelenggaraan dan Pengawasan Perindustrian Mairitm Pasal 1 poin kedua
memaparkan mengenai galangan kapal merupakan suatu tempat dan unit yang
memiliki fungsi untuk melakukan pembangun dan atau melakukan perbaikan
kapal. Pasal 3 menerangkan bahwa galangan kapal dapat melakukan beberapa
jenis-jenis pekerjaan sebagai berikut:

a. Membangun kapal/alat yang terapung saja;

b. Melakukan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;

c. Membangun dan melakukan pemeliharaan beserta perbaiki kapal-alat

terapung.

2.3 Penelitian Terdahulu
1. Berdasarkan penelitian A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda dalam Jurnal
Analisis Hukum dengan judul Tanggung Jawab Pihak Konsinyor yang

Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Konsinyasi Pada PT Down To
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Earth, pada penelitiannya menunjukan bahwa pihak PT. Down To Earth
yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi menawarkan
ganti kerugian pada perusahaan, baik ganti kerugian materi dalam bentuk
uang atau barang baru atau kompensasi materi dalam bentuk permintaan
maaf dan mengikuti sistem konsinyasi sesuai dengan aturan yang berlaku
dan upaya penyelesaian sengketa yang digunakan oleh PT. Down To Earth
dalam menyelesaikan kasus standar yang ditangani oleh pengirim adalah
menyelesaikan perselisihan melalui non-perselisihan, yaitu pada awal
perselisihan antara para pihak melalui negosiasi, tetapi proses negosiasi
tidak mencapai, kemudian para pihak mencoba menyelesaikan perselisihan
melalui mediasi (Sri Rahayu Gorda, 2018). Sedangkan pada penelitian ini
penulis lebih  memfokuskan diri pada pembahasan bagaimana
pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi terkait perjanjian jasa
perbaikan kapal dan upaya hukum yang dilakukan atas wanprestasi yang
terjadi.

Berdasarkan penelitian Fitri Ayu Ranti dan Hudi Asrori dalam Jurnal
Privat Law dengan judul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian
Kredit Bank BRI KCP Jombang Kota yang menunjukkan bahwa
wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota yaitu
Wanprestasi karena pemenuhan terlambat yang terjadi karena berbagai
alasan, yaitu bahwa debitur telah mengalami kebangkrutan, serta kasus di
bawah standar, kematian dan ada juga debitur yang buruk. Upaya untuk

menyelesaikan default oleh Bank BRI KCP Jombang Kota telah



33

diselesaikan melalui 3R yaitu mengatur ulang atau mengatur ulang,
rekondisi atau reklamasi, dan restrukturisasi atau restrukturisasi.
Penyelesaian nilai default dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan
penyelesaian dengan jaminan penjualan atau lelang. Hasil lelang akan
mengembalikan hasil yang tersisa (Ayu Ranti dan Hudi Asrori S., 2019).
Sedangkan pada kasus yang dibahas penulis membahas bagaimana
pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi para pihak terkait
perjanjian jasa perbaikan kapal dan upaya hukum yang dilakukan atas
wanprestasi yang terjadi.

Berdasarkan penelitian Erlina B. dalam Jurnal Pranata Hukum dengan
judul Penyelesaian Sengketa Terhadap Anak yang Melakukan Wanprestasi
dalam Perjanjan Sewa Meyewa antara Pemilik Bangunan dengan PT
Indomarco Prismatama, pada penelitiannya yang menunjukkan bahwa
terjadinya proses perjanjian sewa menyewa antara pemiliki bangunan
dengan PT Indomarco Prismatama sebagai pemegang lisensi Indomaret.
Dalam perjanjian sewa menyewa tersebut apabila salah satu pihak
melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian salah satu pihak
maka sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dan dituangkan dalam
bentuk akta perjanjian sewa menyewa akan dikenakan sanksi sesuai
dengan kesepakatan serta mematuhi peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, yaitu dalam hal pihak Kedua (PT Indomarco Prismatama)
melalaikan kewajibannya mengosongkan bangunan tersebut pada waktu

Perjanjian Sewa Menyewa itu berakhir, maka Pihak Kedua memberi kuasa
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dengan subtitusi pada Pihak Pertama (Pemilik Bangunan) sekarang dan
untuk nantinya (Erlina, 2017). Sedangkan pada penelitian ini penulis
membahas persoalan bagaimana pertanggungjawaban hukum akibat
wanprestasi para pihak terkait perjanjian jasa perbaikan kapal dan upaya
hukum yang dilakukan atas wanprestasi yang terjadi.

Pada hasil penelitian Dwi Arya Dominika dan | Wayan Wiryawan dalam
Jurnal Kertha Semaya dengan judul Akibat Hukum Wanprestasi dalam
Perjanjian Kredit Bank, penelitiannya menunjukkan bahwa akibat hukum
wanprestasi dalam perjanjian kredit pada BRI Cabang Denpasar adalah
Debitur dikenakan denda sebagai ganti kerugian, jaminan akan disita,
Debitur harus menjual aset usahanya dan menjual jaminan tambahan
Debitur. Penyelesaian Debitur yang melakukan wanprestasi akan
diselesaikan melalui jalur nonlitigasi. Penyelesaian yang ditempuh dengan
Bank memberikan surat teguran kepada Debitur, memberikan peringatan
sebanyak tiga kali apabila surat teguran diabaikan maka melakukan
reconditioning atau persyaratan kembali mengenai sebagaian syarat-syarat
dari perjanjian kredit (Dominika dan | Wayan Wiryawan, 2016).
Sedangkan pada kasus yang penulis bahas yaitu bagaimana
pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi para pihak terkait
perjanjian jasa perbaikan kapal dan upaya hukum yang dilakukan atas
wanprestasi yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian M. Amin dalam Jurnal Surya Kencana Dua

dengan judul Analisis Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi
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Perjanjian Sewa Menyewa di Pengadilan Negeri Tangerang Dihubungkan
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif ~ Penyelesaian ~ Sengketa ~ (Analisis  Putsusan  No.
129/PDT.G/2016/PN.TNG), pada penelitiannya menunjukkan bahwa
dalam proses penyelesaian sengketa dengan perdamaian melalui mediasi
di Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan kententuan yang berlaku
sebagaimana Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian dalam
permasalahan ini dapat ditempuh dengan cara sosialisasi yang lebih
intensif dari dalam pengadilan (khususnya pada kepaniteraan Perdata)
sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai peran penting dalam
penanganan perkara perdata untuk mendorong para pihak yang berperkara
memilih penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian (Amin, 2017).
Sedangkan pada kasus yang penulis bahas mengani bagaimana
pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi oleh para pihak terkait
perjanjian jasa perbaikan kapal dan bagaimana upaya hukum yang
dilakukan atas wanprestasi yang terjadi.

Berdasarkan penelitian Achmad Yusuf Sutarjo dan Djuwityastuti dalam
Jurnal Privat Law dengan judul Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pada
Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Obyek Jaminan Fidusia yang
Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkama Agung Nomor 3089
K/Pdt/2015) menunjukan bahwa Keputusan tentang default antara PT First

Indo America Leasing sebagai penggugat dan PT Dharma Budhi Lestari
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sebagai tergugat | dan Kantor Pelayanan Pratama Bekasi Selatan sebagai
Tergugat I. PT Dharma Budhi Lestari digugat dengan wanprestasi atas
perjanjian pembiayaan konsumen antara penuntut dan tergugat dan
jaminan yang disita oleh pihak tergugat. Turut tergugat juga membela
dengan dalih bahwa ia telah menyita sesuai peraturan pajak. Namun,
hakim memutuskan bahwa tergugat telah lalai dan menghukum tergugat
untuk mengembalikan objek jaminan fidusia kepada penggugat. Jaminan
fidusia dimiliki sifat droit de suit, yang berarti bahwa jaminan fidusia
mengikuti item di mana ia berada, sehingga penyitaan oleh pihak ketiga
tidak dapat dibenarkan (Yusuf Sutarjo dan Djuswityastuti, 2018).
Sedangkan pada kasus yang penulis bahas mengenai bagaimana
pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi oleh para pihak terkait
perjanjian jasa perbaikan kapal dan bagaiman upaya hukum yang
dilakukan atas wanprestasi yang terjadi.

Berdasarkan penelitian Bachtiar dan Tono Sumarna dalam Jurnal Yudisial
dengan judul Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala
Daerah Akibat Wanprsasi oleh Kepala Dinas (Kajian Putusan Nomor
72.PDT.G/2014/PN/tng) pada penelitiannya menunjukkan bahwa majelis
hakim telah keliru dalam menafsirkan konsep pertanggungjawaban kepala
daerah. Menurut ajaran hukum administrasi Negara, walikota selaku
kepala daerah tidak dapat dimintai tanggung jawab secara perdata akibat
wanprestasi yang dilakukan kepala dinas, demikian pula dari perspektif

Pasal 1340 KUH Perdata, walikota bukanlah merupakan pihak dalam
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pelaksanaan perjnjian yang dibuat oleh kepala dinas, sehingga tidak dapat
dibebani tanggung jawab secara keperdataan (Bachtiar dan Tomo
Sumarna, 2018). Sedangkan pada kasus yang penulis membahas mengenai
bagaimana pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi oleh para pihak
terkait perjanjian dan upaya hukum yang dilakukan atas wanprestasi yang

terjadi.
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Pertanggungjawaban Hukum Akibat Wanprestasi Para Pihak Terkait Jasa

Perbaikan Kapal di PT Tunas Karya Bahari Indonesia
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METODE PENELITIAN

3.1.  Jenis dan Sifat Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab
permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-
asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat (Zainuddin,
2015).

Penulis dalam melakukan suatu penelitian hukum diketahui memiliki dua
macam Penelitian yaitu penelitian dengan tipe yuridis normatif dan penelitian
yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif diketahui meneliti berdasarkan norma-
norma hukum yang berlaku dan ada dalam peraturan perundang-undangan serta
putusan pengadilan dan juga norma hukum yang berlaku kepada seluruh lapisan
masyarakat, dapat dilihat juga melalui hubungan aturan dengan aturan lainnya
berdasarkan hierarki, sedangkan penelitian yuridis empiris memiliki pengertian
dengan melihat langsung semua aspek kenyataan hukum yang sedang berlaku di
masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan melihat langsung aspek
hukum didalam hubungan sosial dalam masyarakat, dan bertujuan untuk
mengidentifikasi dan mengetahui secara benar bahan-bahan non hukum sebagai

keperluan penelitian (Zainuddin, 2015).
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Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam
penulisan skripsi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban
hukum akibat wanprestasi para pihak terkait perjanjian jasa perbaikan kapal dan
upaya hukum yang dilakukan oleh PT Tunas Karya Bahari Indonesia. Untuk itu,
metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian
adalah metode penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian
langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang bisa menjadi jawaban

dari permasalahan penulis dalam penelitian (Zainuddin, 2015).

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang
bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap dengan mengenai
suatu keadaan tertentu dan saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada,
atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyakat (Rizki & Agus, 2018).
Adapun deskripsinya akan dijabarkan di bab empat pada penelitian ini dengan
menguraikan pembahasan yang diperoleh dari tempat penelitian. Penggunaan
deskripsi analisis pada sifat penelitian karya ilmiah ini, untuk mendeskripsikan
secara fakta terkait ‘“Pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi para pihak

terkait jasa perbaikan kapal di PT Tunas Karya Bahari Indonesia.”
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3.2. Metode Pengumpulan Data
3.2.1 Jenis Data
Penulis dalam melakukan penelitian hukum empiris, terdapat sumber dan
jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan
sumber data Sekunder (Zainuddin, 2015).
1. Sumber Data Primer
Data primer merupakan data-data yang didapatkan langsung dari
sumbernya dengan melalui wawancara dengan narasumber, observasi atau
pengamatan dilokasi ataupun laporan yang di dapat dalam data tidak resmi yang
akan diolah oleh penulis. Sumber primer termasuk para pihak yang diwawancarai
secara langsung di lapangan, sehingga permasalahan yang di teliti dapat terjawab
secara langsung.
2. Sumber Data Sekunder
Data sekunder merupakan data-data yang di peroleh dari dokumen resmi,
buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, hasil
penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-
undangan. Data sekunder dibagi menjadi:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini terdiri dari peraturan-perundang-undangan yang berkaitan
dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini bahan hukum yang

digunakan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan
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Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang di bahas oleh
penulis.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu seperti buku-buku dan tulisan ilmiah hukum

seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulan data menggunakan alat pengumpulan data
sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih
saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat wajah dan mendengarkan,
yang lain dengan telinga dan suaranya sendiri sebagai alat informasi tentang data
sosial yang terpandang dan bermanfaat. Penulis akan melakukan wawancara
kepada pimpinan PT. Tunas Karya Bahari Indonesia.
b. Dokumentasi

Pada penelitian ini penulis melakukan dokumentasi sebagai bahan
petunjuk bahwa penulis memang langsung melakukan penelitian terhadap kasus
yang akan dipahami. Pada saat wawancara penulis juga mengambil dokumen atau
surat-surat sebagai bukti bahwa penulis memperoleh informasi serta data-data
yang diperlukan secara langsung dari narasumber. Adapun dokumen yang
didapatkan berupa surat Perjanjian Pembayaran dan Pelunasan Hutang, surat-surat

Somasi beserta surat balasan dari para pihak,dll.
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3.2.3 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menetapkan lokasi yang akan yang
dilakukan oleh penulis, penulis melakukan penelitian di PT Tunas Karya Bahari
Indonesia yang berlokasi di Jalan Sei Aleng, RT 01 RW 11, Kel. Sungai Binti,

Kec. Sagulung — Batam.

3.3.  Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis untuk melakukan analisis data melalui
proses mencari dan menyusun dengan cara sistematis data yang didapatkan dari
hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Mengumpulkan data
kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun melalui pola, memilih
yang mana lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat hasil kesimpulan
dengan sangat mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain (Sugiyono,

2012).



